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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat
dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga Dokumen Perubahan
Rencana Kerja (Renja-P) Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertenian Kabupaten Belitung ini dapat diselesaikan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Perangkat Daerah
Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung
ini merupakan suatu dokumen rencana. pelaksanaan kinerja pada Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung untuk tahun 2025
sehingga dapat terarah dan sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2024
- 2026.

Akhirnya semoga Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Ranhir
Fenja-P) Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
Belitung 1in1 dapat bermanfaat sebagai peningkatan kinerja Instansi
Pemerintah, Kkhususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kabupaten Belitung.

Tanjungpandan, Agustus 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan da
Pertaniap Kabupaten Belitung H,{

Y Ir. D
Fembina Utama Muda/IVc
NIP. 19651208 199203 1 005
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Deaeralhh dinyatakan bahwa setiap
Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun
2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Tahun 2025 sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017
adalah sebagai berikut

1. Persiapan penyusunan,

D

. Penyusunan rancangan awal,

w

Penyusunan rancangan,

. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,

o A

. Perumusan rancangan akhir,
6. Penetapan.

Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja
harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKFD) begitu juga sebaliknya sehingga
antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu
dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman
bagi Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian dalam menyusun
perubsahan Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan
menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut gambaran




keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses penyusunan
APBD.
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Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen
Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam
menentukan arah Kkebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan
disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang
dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi
menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidek sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan
keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Tahapan penvusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Tahun 2025 sesuai dengan Permendagri 86
tahun 2017 adalah sebagai berikut:




1. Perangkat daerah menerima surat edaran tentang pedoman
penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan
lampiran rancangan perubahan RKPD.

2. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan
perubahan Renja Perangkat Dzaerah dengan berpedoman pada
surat edaran dan rancangan perubahan RKPD.

3. Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan
kepada Bappeda untuk diverifikasi.

<. Verifikasi oleh Bappeda yang bertujuan untuk memastikan
bahwa penjabaran prograrn, kegiatan, indikator kinerja dan
pagu indikatif, lckasi kegiatan serta sasaran penerima
manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat
Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam
rencangan Perubahan RKPD.

5. Apabila hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu
disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan
rekomendasi penyempurnaan rancangan perubahan Renja
Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

6. Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan
Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi
BAPPEDA.

. Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat
Daerah diseampaikan kembali kepada BAPPEDA paling lambat

5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

Mengingat sumberdaya vang terbatas maka usulan-usulan
cdalam Perubahan Renja Perangkat Daerah memerlukan kajian lebih
lanjut agar dapat ditentukan prioritas. Penentuan kegiatan prioritas
dilaksanakan dengan menyaring usulan-usulan agar selaras dengan
kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, dan pemerintah Kabupaten Belitung. Perubahan Renja
Perangkat Daerah vang telah ditetapkan dijadikan acuan dalam
menyusun Rencana Kerja dan Aggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat
Daerah yang selanjutnya akan diproses menjadi Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P).




1.2 lLandasan Hukum

Peraturan perundangan vyang dijadikan landasan dalam

penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Tahun 2025, yaitu:

1

U1

0.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara FKepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 215
tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Kepublk Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tate. Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

4




10.

11.

13.

14.

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Dalem Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasitikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah:;

Peraturan Daerah Frovinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Deaerah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007
Nomor 6 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun
2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten
Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008
Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010
tentang Kencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung
Tahun 2014-2034;

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita

5




16.

=T,

18.

19,

20.

Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor

47);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belitung Tehun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kebupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan
L.embaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54)

Peraturan Bupati Belitung Nornor 30 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Tabhun 2016 Nomor 30);
Peraturan Bupati Belitung Nornor 78 Tahun 2016 tentang
Organisas: Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan dan
Pembibitan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Belitung;

Peraturan Bupati Belitung Nornor 85 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2022 Nomor 85);

Peraturan Bupati Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 70
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 8).

Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2025 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Belitung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2025 Nomor 14)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P)

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025 adalah sebagai

dokument perencanaan perubahan untuk periode sisa tahun

anggaran vang merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024-2026.

o




Tujuan dari penyusunan rencana kerja perubahan ini adalah
untuk:

1. Menselaraskan antara Renja Perangkat Daerah dengan
Perubahan RKPD tahun 2025.

2. Sebagai pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Belitung untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran
Perubahan (RKA-P) tahun 2025.

3. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian dalam upaya melaksanakan Pelayanan Publik.

4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan.

O. Memberikan informasi kepada pemangku Kkepentingan

(stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas
kKetahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2025
menggambarkan sejumlah target kinerja kegiatan/program yang
ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan. Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja-P) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

BABI1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2, Landasan Hukum
1.8. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2025

BEAB 1Il RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BABV PENUTUP




BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubzhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen
perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian
halnya dengan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ditujukan
untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan DKPP dalam
melaksanakan program dan kegiatannva, mengidentifikasi realisasi
pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan
permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Belitung Tahun 2025 mengacu pada pencapaian
indikaror yang tertuang dalam Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Tahun 2024-2026. Pada Rencana Kerja Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung tahun 2025
terdapat 10 Program. 24 Kegiatan dan 58 sub-Kegiatan dengan
indikator sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Th. 2021 yang akan
dilaksanakan untuk mencapai target yang tertuang di dalam
Renstra-PD tahun ke-2. Pencapaian kinerja pelayanan DKPP sampai

dengan triwulan II Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.1.




BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I1I
TAHUN 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Fembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen
perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian
halnya dengan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan
Fertanian Kabupaten Belitung Tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ditujukan
untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan DKPP dalam
melaksanakan program dan kegiatannva, mengidentifikasi realisasi
pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan
permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Belitung Tahun 2025 mengacu pada pencapaian
indikator yang tertuang dalam Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Tahun 2024-2026. Pada Rencana Kerja Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung tahun 2025
terdapat 10 Program, 25 Kegiatan dan 58 sub-Kegiatan dengan
indikator sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Th. 2021 yang akan
dilaksanakan untuk mencapai target yang tertuang di dalam
Renstra-PD tahun ke-2. Pencapaian kinerja pelayanan DKPP sampai

dengan triwulan II Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.1.
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Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut pada tahun 2025
sampal dengan Triwulan II didapat dihasil pencapaian kinerja

masing-masing program, yaitu:

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat realisasi kinerja program masih belum bisa dilihat
dikarenakan Persentase (%) konsumsi pangan terhadap Angka
Kecukupan Gizi (AKG) yang merupakan indikator programnya

baru akan dihitung pada akhir tahun.

- Program Penanganan Kerawanan Pangan juga belum bisa dilihat

hasil kinerjanya karena indikator kinerja dari program ini,
Persentase () penurunan status desa/kelurahan rawan pangan,
baru pada tahap pengumpulan data dan akan dihitung di akhir

tahun anggaran.

- Program Pengawasan Keamanan Pangan yang indikator kinerjanya
Persentase (“0) Tingkat Keamanan Pangan realisasi 98% (sembilan
puluh delapan persen), dari pengujian sampel yang sudah
dilakukan sebanyak sembilan kali sampai dengan Triwulan Il
dengan total sampel sebanyak 52 sampel pangan segar didapat

hasil 51 sampel aman untuk dikonsumsi.

- Programm Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
memperoleh realisasi kinerja Program sebesar 40%, vyang
merupakan rata-reta dari 4 indikator kinerja program;

“‘Persentase  dokumen perencanaan, evaluasi Kkinerja dan
keuangan sesuai ketentuan” dengan capaian kinerja sebesar 60%
(lra. puluh persen), “Indeks Professional ASN Perangkat Daerah”
dengan realisasi 0% (nol persen), karena belum dilakukan
penilaian sampai dengan Triwulan II. “Persentase Pelayanan
Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah” dengan realisasi 50%
(lirma puluh persen), dan indikator kinerja “Persentase Pemenuhan
Sarana dan Prasarana Aparatur” dengan capaian kinerja 50%

(lirna puluh persen).

- Program Penvediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
realisasi kinerjanva masih 5,837% (lima koma delapan tujuh

persen| dari target sebesar 14,70% (empat belas koma tujuh nol
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persen). Indikator program ini yaitu Persentase (%) kebutuhan
sarana pertanian yang disediakan hanya sebagian yang terpenuhi
dari target sebanyak 6 jenis (saprodi pangan 2 jenis, saprodi
peternakan 1 jenis).

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian,
capaian kinerjanya masih 33,82% (tiga puluh tiga koma delapan
dua persen) karena indikator kinerjanya Persentase (%) prasarana
pertanian yang digunakan 11,72% (sebelas koma tujuh dua
perseni) dan Persentase (%) prasarana pertanian dalam kondisi
baik tercapai 84,76% (delapan puluh empat koma tujuh enam
persen). Persentase (%) prasarana pertanian yang digunakan
mencapal 11,72% dihitung dari 119 hektar sawah yang sudah
ditanami dari total sawah yang ada seluas 1.015,39 hektar. Untuk
indikator persentase (%) prasarana dalam kondisi baik terhitung
sebanyak 96 unit dari total 136 unit sampai dengan Triwulan II.

-  Programn Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner sudah mencapai target kinerja 100% dengan
indikator Persentase (%) penanganan penemuan kasus penyakit
hewan menular, dibuktikan dengan sudah ditanganinya semua
kasus penyakit hewan menular yang ditemukan.

- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
sudah sudah mencapai 100% karena dari 304 hektar lahan
pertanian yang dikelola, semuanya sudah mendapat perlakuan

pengendalian OPT,

Program Perizinan Uszha Pertanian terealisasi 100% (serratus
persen) dimana 17 usaha pertanian besar sudah memiliki izin
pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Program Penyuluh Pertanian capaian realisasi programmya sudah
mencapal 0% (nol persen) dimana belum ada peningkatan kelas
kelembagaan kelompok tani sampai dengan Triwulan II.

Secara keseluruhan, capaian realisasi kinerja dan keuangan
DKPP sampal dengan Triwulan II masih dikategorikan sangat
rendah, dimana rata-rata capaian kinerja sub-kegiatan sebesar
41.,73% (empat puluh satu koma tujuh delapan persen) dan rata-rata
realisasi fisik keuangan hanya sebesar 18,90% (delapan belas koma

Sembilan nol persen).
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BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana perubahan program dan kegiatan prioritas daerah
Tahun 2025 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan
menggunakan pendekatan pendekatan perencanaan baik partisipatif,
topdown dan bottom-up. Rencana program dan kegiatan tahun 2025
memuat uraian seluruh urusan wajib non pelayanan dasar dan
pilihan yang diserta: dengan indikator-indikator dan target capaian
kinerja yang mengacu pada Review Perubahan Ketiga Renstra PD
Tahun 2024-2026, setelah dilakukan penyesuaian nomenklatur
sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, rencana program
dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan
dan sumber pendanaan, baik vang berasal dari dana APBN, Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan dana APBD Kabupaten Belitung. Rencana
program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan
prakiraan perubahan kebutuhan dana pada tahun 2025.

Adapun program dan kegiatan yang bersumber dari dana
APBD Kabupaten yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 oleh
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari 10 Program, 25
Kegiatan, dan 58 Sub Kegiatan, dengan nomenklatur sebagai
berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat, dengan kegiatan:

a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan
Lainnya sesuai Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam
rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub
kegiatan;

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan
dan Harga Pangan Pokok Strategis;
- Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM).

h. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan

Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
kaupaten /Kota,

- Pemeliharaaan Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten /Kota;

-  Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten /Kota.

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi,
dengan sub kegiatan,;

z
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- Penvusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan
per Kapita per Tahun:
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan:
a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan
Kecamatan. dengan sub kegiatan;
- Penyusunan, Pemuktahiran dan  Analisis Peta
Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
bh. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan
Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan
Pangan dan Gizi Kabupaten /Kota.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan:
a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah
Kabupaten /Kota, dengan sub kegiatan;
- Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu
Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota, dengan kegiatan:
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;
-  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
h. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub
kegiatan;
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun Perangkat Daerah.
¢. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub
kegiatan:
-  Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi.
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub
kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor;
-  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
-  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penvediaan Bahan Logistk Kantor;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,
-  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD.
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
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- Pengadeaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

I. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

- Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik;

- Penvediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan;

- Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan,

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Alat Besar;

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya.

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian,

cdengan sub kegiatan:

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub
kegiatan;

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik
Lokasi.

b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,
Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.

c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan
Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah
Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- Pengawesan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan
Pakan /Pakan /Tanaman Skala Kecil.

d. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
yang sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Lain, dengan sub kegiatan:

- Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah
Kabupaten/Kota.

- Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah
Kabupaten /Kota.

. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian,

dengan kegiatan:

a. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan;
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- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung
Pertanian Lainnya;

- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan/LCP2B;

- Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota.

b. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan;

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah
Potong Hewan.

7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner, dengan kegiatan:

a. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik
Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub
kegiatan;

- Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

b. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan
Masyarakat Veteriner, dengan sub kegiatan;

- Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Kesmavet
dan Kesejahteraan Hewan.

8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana

Pertanian, dengan kegiatan:

a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan;

- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

9. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan:

a. Penerbitan [zin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya
dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan;

- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan
Izin Usaha Pertanian.

10. Program Penyuluhan Pertanian, dengan kegiatan:

a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan;

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan
Pertanian di Kecamatan dan Desa;

- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di
Kecamatan dan Desa;

- Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh
Pertanian.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Eveluasi Pernbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja
dan Pendanaan Perangkat Daerah (RKPD-P) Kabupaten Belitung
telah disusun sebagaimana disajilkan pada Tabel 3.1.
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BAB IV
FENUTUP

Proses perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung menerapkan
rnekanisme perencansan bottom up planning dan top down policy.
Oleh karena itu kegiatan yang terdapat di dalam Perubahan Rencana
Kerja (Ranhir Renja-P) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
tahun 2025 merupakan hasil dari usulan-usulan kegiatan dari tiap-
tiap Kecamatan yang disinkronkan atau diselaraskan dengan
kebijakan Pemerintah Provinsi Kep.Bangka Belitung maupun dari
Pemerintah Pusat dalam hal ini kebijjakan Kementerian Pertanian.
Untuk itu perlu dukungan dari sernua pihak baik dari pemerintah
daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga
sasaran kegiatan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil evaluasi ada beberapa target indikator
sasaran yang belum tercapai, oleh karena itu diharapkan untuk
tahun-tahun ke depan perlu perhatian yang serius dari seluruh
stakeholder terkait untuk mendukung pencapalan visi dan misi
Bupati Belitung.

Demikian Perubshan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini dibuat untuk
dapat digunakan sebagai kerangka acuan pembangunan di
Kabupaten Belitung tahun 2025 semester II sehingga arah, tujuan,
sasaran serta strategl dalam mencapai keberhasilan pembangunan
ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Belitung dapat
berjalan dengan baik dan terencana.

Tanjungpandan, Agustus 2025
f} epala Dinas,

\ Efenly, MM
a Muda/IVC
NIP. 19651208 199203 1 005




